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ABSTRAK

Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 mengatur tentang batas
minimal umur perkawinan, yaitu 19 tahun laki-laki dan 16 tahun untuk
perempuan. Beberapa lembaga berupaya mencegah pernikahan dini dengan
mengajuakan penambahan umur dalam aturan yang terdapat dalam Undang-
undang No 1 tahun 1974, karena aturan yang lalu dianggap sudah tidak relevan,
sehingga lembaga-lembaga tersebut melakukan pengajuan Judicial Review No 30-
74/PUU-X11/2014. Adanya aturan dispensasi nikah juga menjadi salah satu jalan
seseorang dapat menikah sebelum umur yang telah ditentukan dalam Undang-
undang. Berdasarkan hal-hal di atas penulis tertarik meneliti dengan mengajukan
dua rumusan masalah. Pertama: Mengapa ketentuan batas minimal usia
perkawinan mengalami resistensi dalam upaya perubahannya? Kedua Apakah
hakim mempunyai batas minimal umur dalam menetapkan kasus dispensasi
nikah? ketiga Bagaimana sikap hakim terhadap ragam usia dalam dispensasi nikah
tersebut?

Jenis penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian lapangan (Field
research), Keuntungan yang didapat dalam penelitian ini yaitu dapat berinteraksi
langsung dengan hakim, yang mana hakim mempunyai kewenangan untuk
memutus Kasus permohonan dispensasi nikah. Kemudian pendekatan dalam
penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Sosiologis. Data-data primer yaitu
salinan putusan dispensasi nikah dari Mahkamah Agung dan wawancara yang di
lakukan di Pengadilan Agama Bantul dan Wonosari, sedangkan data skunder di
dapat melalui buku, salinan putusan perkara, artikel, jurnal, tesis, skripsi dan hal-
hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dari beberapa isu di atas
menemukan bahwa (1) upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa lembaga untuk
menaikkan batas umur perkawinan gagal dilakukan, beberapa hal yang
mempengaruhi kegagalan tersebut ialah pemikiran yang digunakan masih
konservatif. Dalam pertimbangan hakim bahwa setiap agama mempunyai
kebijakan tersendiri terhadap kebolehan seseorang menikah, begitu juga dengan
adat yang mana setiap daerah berbeda-beda. Bahkan anggapan usia 14-16 tahun
belum menikah dianggap tabu. Dan masyarakat adat lebih bangga untuk
menikahkan anaknya lebih muda. Jika ditinjau dari Teori yang dikemukakan oelh
Max Weber, hal ini masuk pada teori Kewenangan Tradisional dan Karismatik.
(2) hakim tidak mempunyai batas minimum dalam mengabulkan kasus dispensasi
nikah, dari penelitian yang penulis lakukan usia paling muda dalam pengajuan
dispensasi nikah yaitu berusia 11 tahun 9 bulan (perempuan) dan 14 tahun (laki-
laki). Sedangkan umur rata-rata dalam penelitian ini yaitu 13 tahun. (3) melihat
keberagaman alasan dan umur dalam dispensasi nikah, maka kemudia hakim
dalam memutuskan kasus dispensasi nikah tidak menekankan pada usia, tetapi
lebih pada kondisi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan dengan meilhat
kemaslahatan.

Kata Kunci: Resistensi Umur perkawinan, Dispensasi Nikah, Nikah Dini.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembahas mengenai batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam
Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang usia minimal seseorang boleh
melakukan pernikahan merupakan hal yang menarik untuk dipelajari dan
diteliti. Dalam undang-undang tersebut mengatur kebolehan seseorang
melakukan pernikahan salah satunya dengan terpenuhinya syarat umur yaitu
usia perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.' aturan tersebut menuai
banyak perdebatan. Misalnya dalam Undang perlindungan anak menyebutkan
umur dibawah 18 tahun masih di sebut anak-anak, sehingga umur 16 tahun
untuk perempuan dalam undang-undang perkawinan tersebut bisa disebut
pernikahan anak, karena 16 tahun dalam undang-undang perlindungan anak

masih dikategorikan sebagai anak.

Undang-undang perlindungan anak menyebutkan orang yang masih
berada di bawah umur 18 tahun masih berhak mendapatkan perlindungan.
perlindungan anak tersebut terdapat pada pasal berikutnya yaitu Perlindungan
anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

! Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1.



perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.> Disamping itu beberapa
lembaga seperti BKKBN dan KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) berupaya
untuk menaikkan batas minimal umur perkawinan karena usia tersebut rentang

terhadap kekerasan dan kematian.

Faktor-faktor terkait batas usia pernikahan yang dinilai masih terlalu
dini untuk melakukan pernikahan tersebut yaitu menyebabkan rentan terhadap
beberapa penyakit. Sebagaiamana yang dikemukakan olehn BKKBN sebagai

berikut:

“Resiko yang akan timbul akibat dari pernikahan dini adalah pada
rentang usia tersebut dari segi kesiapan secara fisik, salah satunya
rongga panggul belum siap menjadi ibu. Lalu, kehamilan pada usia
muda pun menyebabkan anemia dan tekanan darah tinggi. Pada
kehamilan di usia muda pun kerap dijumpai kelainan letak plasenta
atau ari-ari dan lepasnya plasenta sebelum waktunya yang
mengakibatkan perdarahan. Ini dapat mengancam jiwa ibu dan
bayinya.”3

Menurut Maria Farida Indrati yang merupakan salah satu hakim
konstitusi mempunyai pendapat lain dengan hakim konstitusi lain yang tidak
mengabulkan permohonan penambahan umur dalam undang-undang
perkawinan, Maria Farida setuju dengan penambahan minimal umur
perkawinan, melihat perkembangan perundang-undangan saat ini Undang-

undang Perkawinan sudah tidak relevan dan harus adanya revisi, di samping itu

2 Undang-Undang No Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. pasal 1 ayat 1 dan 2.

% Pernyataan yang di ungkapkan oleh Asteria Taruliasi Aritonang, Koordinator Gerakan
Nasional Kesehatan Ibu dan Anak (GNKIA), Kementerian Kesehatan RI. Yang ditulis oleh Lalu
Agustan  Kusumaredi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
http://ntb.bkkbn.go.id/ layouts/mobile/dispform.aspx?List=8c526a76-8b88-44fe-3f81-
2085df5b7dc7& View=69dc083c-a8aa-496a-9eb7-b54836a53e40&ID=678 di akses pada tanggal
25 Desember 2017.



http://ntb.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=8c526a76-8b88-44fe-8f81-2085df5b7dc7&View=69dc083c-a8aa-496a-9eb7-b54836a53e40&ID=678
http://ntb.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=8c526a76-8b88-44fe-8f81-2085df5b7dc7&View=69dc083c-a8aa-496a-9eb7-b54836a53e40&ID=678

juga perkawinan anak dilakukan akan membahayakan kelangsungan hidup dan
tumbuh kembang sang anak dan juga berdampak pada rawan kekerasan dan
diskriminasi, karena suatu perkawinan juga membutuhkan kesiapan fisik,

psikis, sosial ekonomi dan intelektual .*

Menurut Agus Dwiyanto dan Muhadjir Darwin dalam bukunya
memamparkan adanya resiko besar yang akan terjadi pada wanita jika ia
melakukan hubungan seksual di bawah umur 18 tahun, dengan mengemukakan
alasan menimbulkan resiko besar terkena penyakit kelamin disebabkan karena
organ reproduksinya belum mengalami kematangan yang sempunrna’. Selain
itu juga belum siap secara fisik maupun mental, Rahim yang belum
berkembang secara sempurna untuk menampung bayi yang minimal beratnya

2.500 gram.®

Perkawinan sering dikaitkan dengan usia subur seorang perempuan
yaitu antara 18 tahun sampai 40 tahun, hingga usia ini dihubungkan dengan
masa subur, karena usia kehamilan sehat paling mungkin terjadi.” Kemudian

mengenai tekanan perempuan lebih beresiko mengalami tekana yang besar

* Mahkamah Konstitursi Republik Indonesia “Usia Minimal 16 Tahun Bagi Perempuan
untuk Menikah Tidak Langgar Konstitusi”
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11150#.Wk4HFDR60O00
di akses pada tanggal 31 Desember 2017.

°*Agus Dwiyanto dan Muhadjir Darwin, Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan
Ketimpangan Gender: Implementasi Kesepakatan Konferensi Kependudukan Kairo Bagi
Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), him. 303.
® Ariesta Asri “Alasan Remaja Jangan Menikah sebelum 18 Tahun”
https://lifestyle.okezone.com/read/2015/05/26/196/1155554/alasan-remaja-wanita-jangan-
menikah-sebelum-18-tahun. diakses pada tanggal 30 Desember 2017.

" Marmi, Kesehatan Reproduksi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), him. 18.


http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11150#.Wk4HFDR6O00
https://lifestyle.okezone.com/read/2015/05/26/196/1155554/alasan-remaja-wanita-jangan-menikah-sebelum-18-tahun
https://lifestyle.okezone.com/read/2015/05/26/196/1155554/alasan-remaja-wanita-jangan-menikah-sebelum-18-tahun

dibandingkan dengan laki-laki yaitu lebih beresiko mendapatkan permasalahan
terkait reproduksi. Tekanan sosial dilingkungan pertemanan atau hanya sekedar
mengeksplorasi penampilan secara sensual, namun berakhir pada pergaulan
bebas yang mengakibatkan seks bebas, hal itu bisa disebabkan karna orang tua
terlalu mengekang terhadap anak kemudian merasa di tolak menjadi dirinya

sendiri.®

Kesiapan secara biologis juga sangat perlu di pertimbangkan untuk
melangsungkan perkawinan, sebagaimana kasus yang di alami oleh ibu
Maryanti, sewaktu kecil ia merupakan salah satu korban pernikahan di bawah
umur. ia di paksa menikah dengan laki-laki saat ia berusia 14 tahun, dengan
alasan orang tua nya sudah mengambil uang dari laki-laki tersebut, sehingga
bisa dianggap pernikahan yang ia lakukan sebagai pembayaran hutang oleh
kedua orang tuanya. Pernikahan tersebut mengakibatkan ia keguguran tiga kali
dan satu kali berakibat bayi yang dikandungnya meninggal di usia 4 tahun.

Kemudian setelah menginjak usia 18 tahun ia hamil yang ke lima dan selamat.’

Kesiapan secara fisik juga perlu diperhatikan denngan diantaranya di
lihat dari matangnya reproduksi terutama bagi perempuan karena akan

mengalami beberapa fase, diantaranya yaitu fase seksual, hamil, melahirkan

® Yati Afiyanti dan Anggi Pratiwi, Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan,
Promosi, Penanganannya dalam Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan (Jakarata: Raja Grafindo
Persada, 2016), him .31.

° Zahra Amin, “Catatan Di Balik Pemohon Judicial Review Uu Perkawinan Ke
Mahkamah Konstitusi” baca lebih lanjut http://www.koalisiperempuan.or.id/2017/12/19/catatan-
di-balik-pemohon-judicial-review-uu-perkawinan-ke-mahkamah-konstitusi/ di akses pada tanggal
25 desember 2017.



http://www.koalisiperempuan.or.id/2017/12/19/catatan-di-balik-pemohon-judicial-review-uu-perkawinan-ke-mahkamah-konstitusi/
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dan menyusui. Selain itu fisik juga terkait dengan mental untuk saling
menghormati, saling menghargai, bekerjasama, dan menjalankan tugas antara
suami dan istri. Kesiapan ekomoni juga penting dalam memasuki gerbang
pernikahan, karena selepas menikah antara suami dan istri perlu mempunyai
sumber penghasian sendiri untuk menafkahi keluarga, baik berdua ataupun

dengan anak-anak kelak.™

Aspek-aspek di atas adalah beberapa sebab perlu adanya pembaharuan
hukum terhadap batas usia perkawinan, pembaharuan membahas tentang batas
usia perkawinan tersebut sudah dilakukan oleh beberapa negara muslim,
diantaranya yaitu negara Maroko yang semula mengatur 18 tahun untuk laki-
laki dan 15 tahun bagi perempuan, yang kemudian Undang-undang tersebut
mengalami pembaharuan pada tahun 2004 yang mengatur batas usia menimal
menikah yaitu antara laki-laki dan perempuan sama-sama 18 tahun.** Mesir,
Irak, Yordania, Oman, Melawi, Libyan Arab Jamahiriya dan Pakistan juga

mengatur persamaan umur antara laki-laki dan perempuan yaitu 18 Tahun.*?

Problematika terkait umur tidak hanya berhenti pada pengajuan

pembaharuan tentang umur perkawinan, namun juga terkait dengan dispensasi

1 Nur Rofiah dkk, Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan (Jakarta: Badan
Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), him.69.

1 Mudawwanah al-Usrah, Pasal 19.

2 Nurul Hidayat “UN Committee Recommendations on Minimum Age of Marriage
Laws”
https://www.equalitynow.org/sites/default/filesflUN_Committee Recommendations_on_Minimum
Age_of Marriage Laws.pdf. di akses pada tanggal 19 Januari 2018.



https://www.equalitynow.org/sites/default/files/UN_Committee_Recommendations_on_Minimum_Age_of_Marriage_Laws.pdf
https://www.equalitynow.org/sites/default/files/UN_Committee_Recommendations_on_Minimum_Age_of_Marriage_Laws.pdf

nikah. Dalam undang-undang perkawinan pada pasal 7 ayat 2'* yang mengatur
tentang dispensasi nikah. Dispensasi tersebut dimaksudkan untuk orang yang
ingin melakukan pernikahan di bawah ketentuan yang sudah di atur dalam
pasal sebelumnya maka kemudian dijadikan salah satu cara untuk mengizinkan
pernikahan di bawah umur. Melihat aspek-aspek yang telah dipaparkan
sebelumnya maka kemudian jika pernikahan 16 tahun dirasa banyak
madharatnya dibanding dengan kemasalahatannya, maka kemudian bagaimana

menyikapi pernikahan yang dilakukan di bawah usia 16 tahun?

Salah satu contoh Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Yogyakarta yaitu sebagaiamana yang diketahui penulis melalui salah satu
panitera, mayoritas permohonan dikabulkan oleh hakim, terutama jika anak
pemohon sudah hamil yang disebabkan anak pemohon dengan calon suami
sudah melakukan selayaknya hubungan suami istri yang kemudian berakibat
hamil, maka kemudian oleh hakim permohonan dispensasi dengan alasan
tersebut mayoritas dikabulkan, alasan yang dikemukanan karena mengabulkan
permohonan tersebut di rasa lebih maslahah, karena untuk melindungi anak

yang masih berada dalam kandungan.™*

Pernyataan di atas kemudian mengggah penulis untuk meneliti lebih

jauh terkait dispensasi nikah, mengungkap secara langsung kebenaran bahwa

3 Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada
Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

% Wawancara dengan ibu Tati menjabat sebagai di Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada
tanggal 16 November 2017.



dispensasi yang berasalan karena hamil pasti di kabulkan oleh majelis hakim,
selain itu juga dalam penelitian ini mengungkap mengapa mengenai batas
minimal usia perkawinan di Indonesia mengalami Resistensi®>. Sehingga
pembaharuan dalam peraturan terkait kenaikan batas usia minimal perkawinan

mengalami kegagalan.

Penulis juga tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait adakah ada
batasan minimal usia dalam mengajukan dispensasi nikah, dan mengkaji lebih
lanjut terkait dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan
olen hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi. Sehingga dapat dilihat

f16

apakah hakim bersifat Konservatif™ dalam mempertimbangan kasus-kasus

dispensasi nikah tersebut.

Data yang di dapat oleh penulis terkait banyaknya kasus dispensasi
nikah di daerah DIY, DIY sendiri mempunyai 4 pengadilan agama, masing-
masing pengadilan memiliki tingkat dispensasi yang berbeda-beda, data data

mengenai dispensasi nikah yaitu sebagai berikut:

> Arti Resistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ketahanan.
Sehingga jika dalam pembahasan mengenai batas usia minimal perkawinan di Indonesia bahwa
aturan yang dipakai di Indonesia Stagnan ( selalu tetap tanpa adanya suatu pembaharuan atau
kemajuan). Dapat dibaca melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

% Konservatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sikap mempertahankan
keadaan dan kebiasaan yang berlaku. Dalam penelitian ini dapat di hubungkan bahwa sikap hakim
dalam mempertimbangkan kasus yang ditangani lebih kepada sikap konservatif atau modern.



https://kbbi.kemdikbud.go.id/

Tahun | Pengadilan Pengadilan Pengadilan Pengadilan
Agama Kota | Agama Agama Agama
Yogyakarta'’ Wonosari 8 Bantul*® Sleman®

2014 | 42 Kasus 151 Kasus 132 Kasus 135 Kasus

2015 | 36 Kasus 109 Kasus 124 Kasus 132 Kasus

2016 | 38 Kasus 85 Kasus 88 Kasus 100 Kasus

2017 | 37 Kasus 67 Kasus 75 Kasus 97 Kasus

Beberapa kasus-kasus dispensasi nikah di atas, penulis tertarik
untuk meneliti lebih jauh dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan
Agama Bantul dan Wonosari. Alasan memilih kedua pengadilan tersebut
karena kedua pengadilan tersebut pada tahun 2014 memiliki kasus yang
sangat banyak, namun dari tahun 2014 hingga 2017 mengalami penurunan

yang derastis.

Latarbelakang penulis di atas membuat penulis ingin mengkaji
lebih jauh problematika mengenai minimum umur perkawinan, serta

menganalisa terkait kemapanan batas minimal usia perkawinan yang sulit

' Data di dapat melalui wawancara dengan Ibu Tati Kusmiati S.H, beliau menjabat
sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 2 November 2017
saat Pra Penelitian.

'8 Data didapat melalui wawancara Bapak Fatkhurohman S.H., M.H yang menjabata
sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Wonosari. Wawancara dilakukan pada
tanggal 5 Januari 2018 di Pengadilan Agama Wonosari.

19 Data didapat melalui Wawancara kepada Ibu Yusma Dwi S.H beliau menjabat sebagai
Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Bantul. Pada tanggal 24 November 2017 saat Pra
Penelitian di Pengadilan Agama Bantul.

? Data didapat melalui wawancara saat Pra Penelitian dengan Bapak Pailan, beliau
menjabat sebagai Panitera Muda Gugatan. Penulis lakukan pada tanggal 10 Januari 2018 di
Pengadilan Agama Sleman.



mengalami mengalami pembaharuan dan kebijakan yang diberikan oleh
hakim di pengadilan agama terhadap dispensasi nikah. Oleh karenanya
penulis mengangkat judul ” Konservatisme dan Resistensi Terhadap
Pembaharuan Usia Minimum dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan

Agama “

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas,
untuk mempermudah dan memetakan pembahasan, maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa ketentuan batas minimal usia perkawinan yang diatur
dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengalami resistensi
dalam upaya perubahannya?

2. Apakah hakim mempunyai batas minimal umur dalam
menetapkan kasus dispensasi nikah?

3. Bagaimana sikap hakim terhadap ragam usia dalam dispensasi

nikah tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan
1. Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk:
a. Mendeskripsikan hal-hal yang menjadikan ketentuan batas
minimal usia pernikahan mengalami resistensi sehingga

sampai saat ini belum adanya perubahan ketentuan terkait
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minimal umur perkawinan yang di atur dalam Undang-
undang No 1 tahun 1974

b. Menganalisa kebijakan hakim Pengadilan Agama di
Indonesia tentang minimal usia dalam menetapkanan
Dispensasi Nikah serta meninjau adakah hakim mempunyai
batas usia minimal dalam menetapkan dispensasi nikah.

2. Kegunaan

a. Memberikan kontrubusi keilmuan dalam bidang hukum
terutama berkaitan dengan minimal umur perkawinan dan
dispensasi nikah di Indonesia

b. Memberikan kontribusi keilmuan kepada para peneliti yang
akan meneliti tentang minimal usia perkawinan dan

dispensasi nikah di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Kajian awal dalam rangka penelitian sangat diperlukan. Karya
awal tersebut berupa penelusuran karya ilmiah yang telah dilakukan
sebelum-sebelumnya. Karya tersebut serupa Jurnal, Tesis, buku yang
terkait penelitian ini. Penelusuran karya ilmiah bertujuan untuk
mengetahui posisi peneliti yang akan dilakukan oleh penulis.

Berawal dari Jurnal berjudul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya
terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur” yang mana dalam

penelitian sebelumnya mengangkat tiga rumusan masalah. Inti dari
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rumusan masalah yang diangkat yaitu: bagaimana pelaksaan pernikahan
dini di Sumenep yang dilihat dari Undang-undang negara dan Hukum
Islam, kemudian terkait alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dini
dan mengkaji dampak pernikahan di bawah umur dalam rumah tangga.*
Temuan dalam penelitian sebelumnya diantaranya yaitu: bahwa faktor
yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yang dilakukan di
Sumenep adalah pertama faktor orang tua, orang tua yang mempunyai
anak perempuan yang sudah beranjak dewasa sesegera mungkin di
nikahkan dan belum merasa tenang jika anak perempuannya tidak segera
dinikahkan.?? Kedua, faktor Ekonomi. Faktor ekonomi menjadi faktor
yang umumnya terjadi di masyarakat, dengan menikahkan anaknya secara
tidak langsung akan terbebas dari tanggungan dan juga meringankan
beben orang tua. Ketiga, faktor pendidikan. Berawal dari faktor ekonomi
membuat banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena terhalang
biaya.?®> Keempat, faktor diri sendiri. faktor diri sendiri tersebut bermula
karena mereka merasa suka sama suka dan cocok. Kelima adat. Salah satu
responden menyatakan bahwa ia menikah diusia muda karena sudah
menjadi adat dalam keluarganya dan tidak bisa di tentang.*

Penelitian sebelumnya tentunya berbeda dengan penelitian yang

penulis lakukan. Dalam penelitian penulis tidak hanya mengungkapkan

2! Agus Mahfudin dan Khoirotul Wagi’ah, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap
Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur,” Jurnal Hukum Keluarga Islam., Volume 1, Nomor
1, April 2016, him. 36.

% Ibid., him. 39-40.

% Ibid., him. 40-41

* Ibid., him.41
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alasan-asalan seseorang melakukan pernikahan dini, namun lebih
mengungkap pada hakim selaku penentu kebolehan seseorang melakukan
pernikahan dini yang diajukan di Pengadilan agama. selain itu juga
mengungkap umur minimal dalam pengajuan dispensasi nikah.

Penelitian lain terkait pernikahan di bawah umur yaitu dilakuakan
olen Kementrian Agama. Dalam penelitian ini pernikahan dini ditinjau
dari beberapa wilayah, diantaranya yaitu Kabupaten Banten, Indramayu,
Brebes dan Malang. Penelitian sebelumnya mengkaji tentang fenomena
perkawinan yang dilakukan di bawah umur. Salah satu rumusan masalah
yang diangkat yaitu bagaimana pasangan perkawinan yang dilakukan di
Kabupaten tesebut dan problematika serta dampak sosial, ekonomi dan
kesehatan reproduksinya.?® Brebes merupakan salah satu kabupaten yang
diteliti, dari salah satu responden mengatakan bahwa ia menikah di usia
muda karena merasa tidak nyaman dengan sindiran yang di anggap tidak
laku-laku®. Responden lain mengungkapkan bahwa ia menikah pada umur
14 tahun dan mengalami keguguran saat hamil pertama.”’

Penelitian di atas merupakan penelitian dengan menekankan pada
fenomena yang terjadi di beberapa kabupaten, tentunya berbeda dengan
penelitian yang penulis lakukan. Perbedaanya terletak pada fokus masalah,

dalam penelitian penulis lebih melihat pada resistensi umur perkawinan

% Kustini, Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan
Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI
2013), him. 6.

2 Anggapan masyarakat tentang perempuan yang sudah berusia 14-15 belum menikah
dianggap sebagai perawan tua dan tidak laku-laku

2" Kustini, “Menelusuri Makna”, hlm. 138.
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dan mengungkap kasus umur dispensasi nikah dengan melihat minimum
rata-rata dan paling muda dalam pengajuannya.

Karya ilmiah berupa Tesis yang berjudul “Dampak Perkawinan Di
Bawah Umur Terhadap Hubungan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di
Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-
2013)”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu: apa yang
melatarbelakangi melakukan pernikahan di bawah umur? bagaimana
dampak pernikahan di bawah umur dengan hubungan rumah tangga??®
Jawaban vyang di dapat dalam penelitian yaitu: faktor yang
melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yaitu terkait dengan ekonomi,
pendidikan yang rendah, internet, pariwisata,serta masih memegang
kepercayaan terdahulu. Dampak yang di dapat jika di lihat dari segi
ekonomi belum memadahi karena masih dibiayai oleh orang tua, mengenai
komunikasi berusaha dijaga antara pasangan.?

Penelitian sebelumnya mempunyai kesinambungan terkait
pernikahan dini, penelitian ini berfokus pada satu daerah yaitu di
kecamatan Tepus, Gunung kidul. Tentunya penelitian yang dilakukan oleh
penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang penulis
teliti tidak hanya mengkaji tentang pernikahan dini, namun juga lebih

mengungkap mengapa batas umur perkawinan mengalami resistensi dan

%8 Moh. Habib Al Kuthbi, “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Hubungan
dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2010-2013)”, Thesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016,
him. 9.

# Ibid., him 103.
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juga melihat adakah standar umur yang digunakan oleh hakim dalam
dispensasi nikah.

Tesis selanjutnya Penelitian yang dilakukan Ahmad Masfuful
Fuad. Dalam penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana konteks
penentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974? Apa
makna otentik dari ketentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1
Tahun 1974? Bagaimana relevansi ketentuan batas minimal usia kawin
dengan konteks saat ini dan kontribusinya terhadap pembangunan sosial
masyarakat?.> Tentunya penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian
yang penelitian lakukan. Jika penelitian ini mengkaji batas minimal usia
perkawinan dengan melihat konteks dan relevansi terhadap pembangunan
sosial masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus
pada kegagalan yang dialami beberapa lembaga terkait pengajuan batas
minimal perkawinan dan juga juga melihat adakah standar umur yang
digunakan oleh hakim dalam dispensasi nikah.

Karya ilmiah selanjutnya berupa tesis dengan judul “Praktek Nikah
Di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya Di Kecamatan
Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi)”. Yang
menjadi rumusan masalah dalam penelitian sebelumnya yaitu: a) apa
faktor sosial budaya yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah

umur? b) bagaimana peran hukum yang dilakukan oleh KUA dan pihak-

% Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Usia Minimal Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974
(Studi Perspektif Hermeneutika)” Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2015, him. 6.
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pihak lain dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur? Kkajian
sebelumnya berfokus pada Perangkat Daerah Kepala, Penghulu KUA,
Kepala Kecamatan, Kepala Desa, Kepala Dukuh,PLKB, Bidan Puskesmas
UPT I dan Il, Konselor Rifka Annisa, Pihak Sekolah SMP,SMK dan Pihak
Terkait Pelaku Perkawinan dibawah Umur.®! Penelitian ini memaparkan
bahwa anak yang berada diwilayah tersebut rata-rata hanya mengenyam
pendidikan sampai SMP, sangat sedikit yang melanjutkan pada jenjang
selanjutnya, disamping itu faktor pergaulan bebas remaja menjadi pemicu
munculnya Unwanted pregmancy yang menjadi salah satu faktor terbesar
dalam pernikahan dibawah umur®. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang berusaha
mencari titik temu antara law in book dan law in action.*®

Melihat rumusan masalah dan penemuan yag ditemukan oleh
penelitian sebelumnya mempunyai korelasi dengan penelitian ini namun
tentunya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari fokus
masalah yang diteliti. Penelitian sebelumnya berfokus pada faktor-faktor
dan budaya apa yang terjadi sehingga banyaknya pernikahan dini dan juga
mengkaji beberapa lembaga yang terkait dalam menangani kasus
pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang penulis teliti mengkaji

pernikahan dini yang diajukan melalui dispensasi nikah dan penyebab

3! Endah Tiara Furi, “Praktek Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di
Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi), Tesis tidak
diterbitkan. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2017, him. 26.

% Ibid., him. 74.

% 1bid., him. 27.
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resistensi dalam perubahan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-

undang perkawinan No 1 tahun 1974.

Tesis yang ditulis oleh Atika Syamsi, yang berjudul “ Pernikahan
Anak dibawah Umur Serta Dampak Terhadap Proses Pendidikan Formal
(Studi Kasus Tradisi Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah di Sendang
Agung Paciran Lamongan”. Rumusan masalah yang ada pada penelitian
ini yaitu: a) faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan anak dibawah
umur? b) bagaimana respon orang tua pelaku, pihak sekolah dan aparat
desa mengenai kasus pernikahan dibawah umur? c) bagaimana dampak
terhadap perkembangan psikologi, prestasi belajar serta kehidupan sosial
anak / pelaku?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Kemudian
untuk  mempertajam  penelitian sebelumnya dengan melakukan
pertimbangan gender mainstreaming dan pengenaan kategori gender
sebagai aspek analisis umum terhadap keseluruhan data.>* Penelitian ini
memaparkan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan
dibawah umur, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal meliputi: kehendak dan keinginan pelaku, rendahnya
pengetahuan dan pendidikan anak, rendahnya pemahaman terhadap
pentingnya perkawinan. sedangkan faktor eksternalnya yaitu: pengaruh

adat istiadat (menikahkan anaknya begitu muda dengan hanya karena

% Atika Syamsi, “ Pernikahan Anak dibawah Umur Serta Dampak Terhadap Proses
Pendidikan Formal (Studi Kasus Tradisi Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah di Sendang Agung
Paciran Lamongan), Tesis tidak diterbitkan. Pascasarjana. UIN Sunan Kalijaga 2010, him. 13-14.
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mengikuti adat kebiasaan saja), pengaruh media, pergaulan bebas

dikalangan remaja, faktor orang tua.*

Mengkaji tentang penelitian yang sebelumnya Yang mana lebih
mengkaji tentang faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan
dini, dan juga meneliti tentang bagaimana orang tua bersikap dalam hal
ini. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis tentu berbeda dengan
peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini tidak hanya mengkaji tentang
pernikahan yang dilakukan di usia dini, tetapi juga melihat adakah hakim
dalam mengabulan kasus pernikahan dini (dispensasi nikah) mempunyai
standar dalam dan mengkaji tentang kegagalan diajukannya penambahan

umur perkawinan.

Penelitian selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Aicha El
Hajjami, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia. Penelitian
yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengungkap
usia minimal perkawinan di Maroko dan batas usia minimal dispensasi
nikah. dalam hal ini penemuan yaitu batas usia menikah di Maroko berusia
18 tahun untuk laki-laki ataupun perempuan, namun jika dibawah umur
tersebut dapat memintakan dispensasi nikah dipengadilan setempat. Umur
dipsensasi nikah tersebut juga di batasi yaitu 15 tahun. Jika perkawinan

dilakukan di bawah umur tersebut maka tidak di akui oleh negara

% bid., hlm 100-106.
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Maroko.*® Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.
Perbedaan terletak pada masalah yang diangkat, jika peneliti sebelumnya
berfokus pada usia minimal dan juga mengungkap di Maroko terdapat usia
minimal dalam dispensasi nikah, sedangkan penelitian penulis
mengungkap lebih pada apakah ada usia minimal yang digunakan hakim
dalam pengabulan dispensasi nikah dan melihat pada rata-rata usia
minimum pengajuan dispensasi nikah serta umur pengajuan yang paling

muda.

Penelitian berlanjut pada penelitian yang dilakukan oleh Inayah
Rohmaniyah, yang berjudul “Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa
dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini”. Penelitian kali ini berfokus
pada pernikahan dini yang terjadi di beberapa daerah, diantaranya yaitu:
Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan lain-lain. Temuan dalam penelitian
ini mengungkapkan bahwa di Yogyakarta sekitar 370 pelajar diberikan
izin dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2015.
Kebanyakan diajukan karena calon mempelai perempuan sudah hamil
yang diakibatkan pergaulan bebas. Selain itu di tahun 2014 dispensasi
nikah diajukan rata-rata usia 14 tahun.*’ Selain itu penelitian ini
mengungkapkan bahwa penundaannya pernikahan yang dilakukan oleh

laki-laki itu biasa, sedangkan perempuan semkin tinggi pendididkan

% Nina Nurmila dkk, “Reformasi Hukum Keluarga Islam, Perjuangan Menegakkan
Keadilan Gender di Berbagai Negara Muslim” (Yogyakarta :LKIS, 2017), hlm.124-125. Judul
buku sebelum diterjemahkan yaitu: Gender an Equality In Muslim Family Law, Justice and Ethics
in the Islamic Legal Tradition.

*'Inayah Rohmaniyah, “Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif
Pernikahan Dini”. Muséwa, Vol. 16, No. 1, Januari 2017, him.35-36
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dipandang memiliki resiko keterbatasan yang lebih karena pendidikannya

yang tinggi.*®

Penemuan tentang rata-rata usia yang dilakukan penelitian
sebelumnya hampir sama dengan yang penulis teliti, namun meneliti
tentang rata-rata usia menggunakan sample Jawa Tengah, Jawa Barat,
Jawa Timur, Makasar dan Riau, selain itu juga mengkaji terkait apakah
hakim dalam pertimbangannya juga mempertimbangkan umur anak

pemohon.

. Kerangka Teoritik

Ketentuan tentang batas usia perkawinan di Indonesia mengalami
resistensi umur yang seringkali memunculkan pro dan kontra pada
beberapa kalangan, mulai dari praktisi, akademisi dan lembaga lain dalam
bidang hukum, sosial dan kesehatan yang memperbincangkan apakah
ketentuan batas umur perkaiwnan yang di atur dalam Undang-undang No
1 tahun 1974 masih relevan untuk di aplikasikan untuk saat ini, dengan
melihat beberapa faktor. Batas usia minimal yang ada dalam aturan bukan
hanya selesal pada batas relevan atau tidak relevan tapi kemudian fakta di
lapangan masih banyak kasus pernikahan yang di lakukan di bawah
ketentuan batas yang telah di tentukan dalam Undang-undang, oleh sebab

itu penulis tertarik untuk meneliti terkait dispensasi nikah, dispensasi

% Ibid., him. 46.
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nikah di sini adalah pernikahan yang di laksanakan kedua mempelai atau
salah satu yang umurnya masih di bawah batas ketentuan yang telah di
atur, sebelum pernikahan berlangsung maka orang tua kedua mempelai
meminta kepada Pengadilan Agama setempat untuk mengizinkan kedua

mempelai itu menikah.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh apakah hakim juga
mempunyai standar batas minimal umur dalam hal pengabulan kasus
dispensasi nikah, selain itu penulis juga meneliti tentang berapa umur
termuda dalam pengajuan dispensasi nikah di Indonesia dan juga meneliti
berapakah rata-rata usia minimal kasus dispensasi nikah di Jawa Tengah,
Jawa Timur dan Jawa Barat. Untuk mempertajam dan meguak kasus di
atas maka kemudian penulis menggunakan Teori Wax Weber tentang
kewenangan Otoritas, teori tersebut merupakan pisau analisis yang di

gunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

Max weber dalam teori kewenangan meggunakan Kkata
kewenangan atau otoritas, kedua istilah tersebut digunakan secara
bergantian. Otoritas berarti kepatuhan seseorang terhadap aturan tertentu.
Suatu kewenangan tidak ada artinya tanpa adanya otoritas, yang mana
otoritas merupakan bentuk khusus dari kewenangan, sehingga otoritas sah
jika diterima oleh pengikutnya dan menuntut adanya ketaatan terhadap

ketentuan atau aturan yang dikeluarkan.*

% SF Marbun, “Pemerintah Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas”, Jurnal Hukum No 6
Vol 3, 1996, him. 33.
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Teori Kewenangan yang di kemukakakn oleh Max Weber, yaitu:
Suatu aturan atau kebijakan yang di dapatkan oleh seseorang tidak lepas
pengaruh adanya kewenangan, kebijakan yang di keluarkan tida serta
merta keluar dengan sendirinya, namun juga di pengaruhi oleh
kewenangan oleh pejabat atau orang-orang tertentu yang mempunyai
kewenangan, teori ini dapat digunakan untuk mengukur suatu kebijakan
yang ada di dalamnya.

Max Weber membagi kewenangan menjadi tiga jenis bagian, yaitu:
Pertama: kewenangan Karismatik, kewenangan karismatik merupakan
kemampuan yang melekat pada diri seseorang karena anugrah Tuhan atau
yang diyakini bawaan dari lahir, hal itu tidak bisa di dapat oleh
sembarangan orang, seperti hal nya para Nabi Rasul yang di utus oleh
Allah yang langsung dari Allah, sehingga hal itu tidak dapat diterima oleh
sembarangan orang.”’ Max weber juga mengatakan bahwa otoritas
karismatik tersebut merupakan fenomena khusus yang tidak rasional,
karena landasan yang digunakan adalah pengakuan atas keotentikan diri
sebagai orang yang di pandang sebagai pemimpin.** Keikut sertaan
pengikut otoritas karismatik sangat berpengaruh, sejauh mana pengikutnya
setia dengan apa yang diperintahkan dan menaatinya.* Hal ulama’ atau

kemuka agama bisa di kategorikan mempunyai otoritas karismatik.

224,

0 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), him.

* Antony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern :Suatu Analisis Terhadap

Karya Tulis Marx, Durheim dan Max Weber (Jakarta: Ul Press 1986), him. 198.

*2 Max Weber, Sosiologi From Max Weber: Essays in Sosiology Oxford University Press

1946, Terj. Noorkholish (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset 2009), him. 298.
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Kedua: kewenangan yang bersifat Tradisional, kewenangan ini
juga mempunyai hubungan erat dengan pemberi kewenangan, hubungan
erat tersebut dikarenakan kewenangan yang di dapat dari turun temurun
hal ini bersifat personal dan pribadi sehingga masyarakat mempercayai
kesaktiannya dan di anggap yang lebih mengetahui tradisi yang di sucikan,
sehinga menjadi pemegang utama.** Contohnya yaitu pemangku adat yang
di tunjuk karena turun temurun dari nenek moyang.

Ketiga kewenangan yang bersifat rasional, kewenangan ini
biasanya di sebut kewenangan legal, yaitu kewenangan yang di dasarkan
pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara, kewenangan ini
dibangun berdasarkan keabsahan yang di miliki oleh seseorang yang
mengemban tugas yang sudah menjadi amanat yang bersumber dari tugas
yang diberikan sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga kewenangan
ini biasanya di batasi sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang menjadi
herararki jabatan. Sehingga dalam memberikan perintah penguasa atau
orang yang mempunyai jabatan ini berkuasa bukan berasal dari pribadi
namun berdasarkan institusi. seperti hal nya presiden, gubernur, hakim dan
lain sebagainya.*

Teori di atas gunakan penulis sebagai pisau analisis dalam
penelitian ini, kewenangan karismatik di gunakan oleh penulis sebagai
pisau analisis untuk meneliti terkait resistensi umur perkawinan di

Indonesia, dengan melihat dengan kacamata kewenangan karismatik

** Horman M siahaan, Pengantar Kearah Sejarah dan Teori Sosiologi ( Jakarta: Erlangga
1986), him. 202.
* Ibid., him 201.
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apakah ada hal-hal yang menjadikan ketentuan batas minimal usia
pernikahan yang di atur dalam Undang-undang perkawinan No 1974
mengalami resistensi sehingga sampai saat ini tidak ada berubahan untuk
menaikkan batas usia minimal perkawinan tersebut, selain kewenangan
karismatik penulis juga menggunakan kewenangan tradisional.
Kewenangan karismatik dan kewenangan tradisional bisa menjadi satu
kesatuan yang saling memperkuat, karena kewenangan karismatik dalam
penelitian ini yaitu pemuka agama dan lain-lain, sementara kewenangan
Tradisional dalam hal ini dari pemangku adat.

Kewenangan selanjutnya yaitu kewenangan rasional, kewenangan
tersebut di gunakan penulis untuk mempertajam penelitian untuk
mengungkap dispensasi nikah, kewenangan rasional ini merupakan
kewenangan yang berhubungan erat dengan aturan-aturan dan aparatur
negara, dalam hal dispensasi nikah tentu yang mempunyai kewenangan
hanya pihak-pihak yang mempunyai kewenangan rasional, oleh sebab itu
penulis menggunakan kewenangan rasional untuk mengetahui lebih dalam
terkait kebijakan-kebijakan aparatur negara (Hakim) dalam memberikan
keadilan kepada masyarakat pencari keadilan, dan juga mengungkap
adakah standar minimal umur yang di gunakan oleh Hakim dalam

pengabulan dispensasi nikah itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
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Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research).
Keuntungan yang didapat dalam penelitian ini yaitu dapat berinteraksi
langsung dengan hakim, yang mana hakim mempunyai kewenangan
untuk memutus Kasus permhonan dispensasi nikah serta mendapatkan
informasi sedekat mungkin, sehingga diharapkan pengguna informasi
dan hasil penelitian dapat memformulasikan data atau informasi
terkini.*> Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang
dikaji secara intensif yang disertai analisis pada data atau informasi
yang telah di dapat Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis*® yaitu menggambarkan
serta menganalisis disampaikan tentang problematika mengenai
minimal umur perkawinan, serta menganalisa terkait kemapanan batas
minimal usia perkawinan yang sulit mengalami mengalami
pembaharuan dan kebijakan yang diberikan oleh hakim di pengadilan
agama terhadap dispensasi nikah, apakah hakim dalam memberikan
putusan dispensasi nikah mempunyai batas minimal tersendiri.

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian Sosiologis yaitu cara
memandang hukum dengan melihat realita yang menitik beratkan pada

perilaku individu atau masyarakat yang berkaitan dengan suatu hukum

** Restu Kartiko Widi, Asas Metodelogi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun
Langkah Demi Langkah Pelaksaan. (Yogyakarta:Graha llmu, 2012), him. 52.

*® pendekatan alalitis yaitu mengetahui makna yang terkandung dalam undang-undang
atau peraturan yang ada secara konseptual. Ada dua cara yaitu dengan berusaha memperoleh
makna baru yang terkadung dalam undang-undang tersebut, kemudian cara kedua dengan menguji
istilah istilah tersebut dalam praktik hukum. Hal ini dipaparkan oleh Jonny lbrahim dalam
bukunya yang berjudul “Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif” (Malang: Bayumedia
Publishing 2012) him 310.
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tersebut.*’” Dalam penelitian ini melihat pada perilaku masyakarat dan
hakim tentang faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam
pembaharuan usia minimal perkawinan dan batasan umur dalam
penentuan dispensasi nikah di Indonesia.

2. Sumber Data
a. Primer

Data primer ialah data yang yang dikumpulkan dan menjadi
bahan utama yang kemudian di olah oleh meneliti.*® Sumber data
yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini yaitu dengan
mencari data nikah di bawah umur melalui putusan dispensasi
nikah di pengadilan agama dan salinan putusan yang di keluarkan
oleh Mahkamah Agung. Salinan putusan tersebut penulis ambil di
daerah-daerah tertentu, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa
Barat. Selain itu penulis juga mengambil beberapa sample dari
Riau dan Makasar.

Sample-sample di atas kemudian diperkuat dengan
wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari dan
Bantul, penulis berhasil mewawancarai 6 hakim dari kedua
pengadilan agama tersebut. Alasan memilih wawancara di kedua
Pengadilan Agama tersebut yaitu pada tahun 2014 kedua

pengadilan agama tersebut sama-sama mempunyai kasus

*" Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta 2014) him
88.

8 Muslan Abdurrahman. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum (Malang: UUM Press,
2009), him. 112.
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dispensasi yang banyak, namun dapat dilihat sampai tahun 2017
mengalami penurunan.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian
ini yaitu menanyakan hal-hal terkait resistensi batas minimal
perkawinan di Indonesia dan usia minimal dalam kasus dispensasi
nikah, serta mengkaji tentang sikap hakim terhadap ragam usia
dalam kasus dispensasi nikah dan hal-hal lain yang terkait dalam
penelitian ini.

b. Skunder
Data skunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal,
artikel maupun tulisan yang bersifat online ataupun offline yang
berkaitan dengan pembahasan mengenai minimal umur perkawinan
dan dispensasi nikah.*
3. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui putusan
Dispensasi nikah yang di dapat melalui salinan putusan yang di
keluarkan olen Mahkamah Agung, data yang penulis ambil yaitu
mengambil beberapa kasus yang berada di wilayah kabupaten dalam
lingkup Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau dan Makasar.
selain itu penulis juga mengungkap usia dispensasi nikah yang paling

muda di Indonesia

* peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ( Jakarata: Kencana, 2014), him. 196.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan Tesis ini, maka
sistematika penulisan Tesis disusun terdiri dari lima bab, dan masing-
masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas
permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab
dengan bab berikutnya. Adapun secara global sistematika penulisan ini
adalah sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara
keseluruhan, sehingga dari bab ini diperoleh gambaran tentang
pembahasan Tesis ini, dalam bab pertama ini berisikan latar belakang
masalah, Pokok masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, teori yang
digunakan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan pada bab ini berisi tiga poin yaitu
memaparkan pada sejarah terbentuknya Undang-undang perkawinan dan
KHI (Kompilasi Hukum Islam) disamping itu juga memaparkan syarat dan
rukun perkawinan di beberapa ketentuan di Indonesia dan juga menurut
pendapat beberapa Madzhab.

Bab ketiga. Diawali dengan pembahasan resistensi usia perkawinan
dengan membandingkan dengan beberapa negara muslim yang telah
melakukan pembaharuan ataupun belum, kemudian pembahasan
selanjutnya tentang dinamika perdebatan tentang usia perkawinan yaitu

dengan mengkaji Judicial Riview tentang pengajuan uji materi batas usia
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minimal yang di atur dalam undang-undang perkawinan, kemudian juga
mengkaji tentang HMPA.

Bab keempat. Bab ini penulis mengungkap adakah batasan
minimal umur dispensasi nikah yang digunakan oleh hakim dalam
menetapkan dispensasi nikah, kemudian juga mengungkap beberapa kasus
dispensasi nikah yang paling muda di Indonesia serta dari setiap Provinsi
Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Makasar dan Riau mengambil
beberapa kasus yang di dalamnya terdapat usia paling muda dan hal itu
diperkuat dengan wawancara yang di lakukan oleh penulis terhadap hakim
Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Wonosari sebagai
penguat dalam penelitian ini, karena hakim mempunyai kewenangan
dalam memutus permohonan dispensasi nikah.

Bab Kelima merupakan bab terakhir yang berisikan tentang
penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisikan

tentang kesimpulan dari keseluruhan Tesis ini dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis dari kajian tesis ini setidaknya bisa di ambil beberapa

kesimpulan yaitu:

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa lembaga untuk menaikkan
batas umur perkawinan gagal dilakukan, beberapa hal yang mempengaruhi
kegagalan tersebut ialah pemikiran yang digunakan masih konservative
dengan melihat bahwa setiap agama dan adat mempunyai masing-masing
dalam menetukan seseorang sudah siap untuk menikah, selain itu setiap
daerah mempunyai kebijakan yang beragam. jika di lihat melalui Teori
Kewenangan yang di kemukakan oleh Max Weber tentang kewenangan
yaitu dilatarbelakangi oleh kewenangan Karismatik dan Kewenangan
Tradisional, yang mana kedua kewenangan tersebut secara tidak langsung
menjadi beberapa pertimbangan dalam pengabulan perkara Judicial
Review No 30-74/PUU-XXI1/2014.

Kewenangan Karismatik sendiri merupakan kewenangan yang
melekat pada diri seseorang karena anugrah Tuhan, sedangkan
kewenangan Tradisional merupakan kewenangan yang di dapat secara
turun temurun. Kewenangan Karismatik dalam Judicial Review dapat di
lihat dari bagaimana Quraish Shihab, Majelis Ulama Indonesia (MUI),

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’. Penyataan Ulama’

114
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dan beberapa Ormas di atas dapat disimpulkan bahwa usia pernikahan
sebaikknya tetaplah sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang
Perkawinan, selain itu dalam masing-masing agama mempunyai kebijakan
tersendiri dalam hal pernikahan sebagaimana dapat dipelajari lebih lanjut

dalam Judicial Reveiw.

Kesaksian pemuka agama di atas diperkuat juga dengan banyaknya
adat istiadat yang ada di Indonesia. Adat Istiadat yang begitu banyak tentu
akan menimbulkan kebijakan tersendiri terkait kebolehan seseorang
melakukan pernikahan. Hal itu diperkuat dengan wawancara dengan
beberapa hakim yang mengungkapkan bahwa ada adat yang menganggap
semakin muda anaknya menikah, maka hal tersebut menjadi kebanggaan
tersendiri, bahkan jika anak yang belum menikah di usia 14-16 tahun di
anggap sangat tabu. Oleh sebab itu maka menaikkan umur perkawinan
bukan merupakan jalan keluar untuk menanggulangi terjadinya pernikahan
di bawah umur. Jika hal ini dikaji melalui teori kewenangan yang di
paparkan olen Max Weber dapat di kategorikan sebagai kewenangan
Tradisional, karena pemangku adat mempunyai peranan besar dalam

masyarakat tertentu.

. Hakim tidak mempunyai batasan minimal umur dalam memutusakan
kasus dispensasi nikah. dapat dilihat dalam penelitian ini umur calon
mempelai laki-laki dan perempuan sagat beragam, sehingga dapat
disimpulkan bahwa hakim tidak mempunyai batasan dalam hal umur,

namun lebih menekankan pada kondisi kedua pasangan (kemaslahatan).
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Penelitian ini menemukan kasus paling muda dalam pengajuan dispensasi
di Indonesia yaitu berusia 11 tahun 9 bulan (perempuan) dan 14 tahun
(laki-laki). Kemudian rata-rata umur dalam penelitian ini yaitu 13 tahun.
Pertimbangan-pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam
pengabulan dispensasi nikah dalam penelitian ini seringkali melihat dari
haid. Pernyataan dua hakim menyatakan bahwa haid tidak selalu menjadi
penentu seseorang dapat melakukan pernikahan, karena faktanya anak
yang masih duduk di kelas 2 atau 3 SD juga sudah haid. Meskipun ada
juga hakim yang berpandangan bahwa haid merupakan salah satu
seseorang sudah boleh melakukan pernikahan, hal itu salah satu tanda
bahwa anak tersebut sudah dewasa dan mempunyai tanggung jawab
terhadap dirinya. Oleh karenanya beberapa kasus dalam dispensasi nikah
dalam penelitian ini hakim dirasa memakai cara pandang yang koservatif
untuk dalam mengabulkan permohonan. Melihat beberapa kasus dalam
penelitian ini bahwa dispensasi nikah diajukan karena ditakutkan akan
terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama, maka menurut penulis bahwa
masih ada jalan keluar yang bisa diberikan selain menikahkan kedua
mempelai dengan usia yang masih sangat muda, karena kekhawatiran
tersebut hanya bersifat sementara.
. Saran-saran
Menaikkan umur perkawinan di rasa belum bisa menjawab keresahan
tentang beberapa hal negatif yang di sebabkan oleh pernikahan di bawah

umur, beberapa hal negative tersebut dianataranya yaitu terkait kesehatan,
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perekonomian dan lain sebagainya, dengan dinaikkanya umur perkawinan
bukan merupakan solusi hamun bisa berdampak lebih banyaknya kasus
dispensasi nikah. Pembenahan bukan hanya secara aturan, dan aturan
tersebut dirasa kurang mengenai pada masyarakat karena tidak semua
masyarakat mengetahui tentang aturan-aturan berapa seseoang di
perbolehkan untuk menikah dan sebagainya, sebaiknya dimulai dari
masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga, kemudian lingkungan dan
masyarakat. Dengan adanya pengadaan hal-hal yang positif yang membuat
anak muda tidak gampang terjerumus dalam hal-hal yang dilarang Agama.
Dispensasi nikah terkadang dianggap sepele oleh sebagian orang, tetapi di
sadari atau tidak berdampak besar dalam masyarakat, terutama untuk yang
sudah terlanjur melakukan hubungan di luar nikah yang berakibat hamil,
apalagi jika kehamilannya masih sangat belia, tentunya dari segi
kesehatan, ekonomi dan lain belum memungkinkan untuk membangun
keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, oleh sebab itu kemungkinan
besar semua kebutuhan dibantu oleh kedua orang tua sang mempelai.
sebelum terjadinya hal-hal yang dapat menjeruskan terhadap hal-hal yang
dilarang seharusnya orang tua lebih memberikan perhatian dan memberika
pantauan terhadap anak, agar sebisa mungkin tidak sampai terjerumus
pada hal-hal yang dapat berakibat buruk dikemudian hari.

. Untuk peneliti selanjutnya terkait dengan dispensasi nikah dan hal-hal
yang terkait, untuk lebih mengembangkan penelitian menjadi lebih luas

dari apa yang telah penulis teliti. Mulai dari membandingkan dispensasi
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nikah dengan negara lain, atau dapat meninjau desa yang bisa di jadikan
contoh mebududayaan pemuda dengan hal-hal yang positif, agar
pembudidayaan pemuda tidak hanya dilakukan oleh desa atau wilayah itu
saja, namun juga bisa meyeluruh, supaya dapat menekan tingkat
pernikahan dini. Selain beberapa hal di atas tentunya penelitian masih

banyak celah yang dapat di teliti dari beberapa aspek yang lain.
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https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4sEXtkzKH5QC&oi=fnd&pg=PA14&dq=perbedaan+kedewasaan+laki-laki+dan+perempuan&ots=T1NRJFUyGz&sig=wnmBwZRb2kWWnmLi1-GFXMN-GYA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4sEXtkzKH5QC&oi=fnd&pg=PA14&dq=perbedaan+kedewasaan+laki-laki+dan+perempuan&ots=T1NRJFUyGz&sig=wnmBwZRb2kWWnmLi1-GFXMN-GYA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4sEXtkzKH5QC&oi=fnd&pg=PA14&dq=perbedaan+kedewasaan+laki-laki+dan+perempuan&ots=T1NRJFUyGz&sig=wnmBwZRb2kWWnmLi1-GFXMN-GYA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I1

No

Hal

Nomor
Footnote

Ayat Al-Qur’an
atau Hadits

Terjemahan Ayat

41

37 Hadits
diriwayatkan oleh
Sahih Al-Bukhari

Wahai sekalian pemuda, siapa
diantara kalian telah
mempunyai kemampuan, maka
hendaklah ia menikah, karena
menikah itu dapat
menundukkan pandangan, dan
juga lebih bisa menjaga
kemaluan. Namun, siapa yang
belum mampu, hendaklah ia
berpuasa, sebab hal itu dapat
meredakan nafsunya.

42

38 An-Nur (24):3

Pezina laki-laki tidak boleh
menikah ~ kecuali ~ dengan
pezina  perempuan,  atau
dengan perempuan musyrik,
dan pezina perempuan tidak
boleh menikah kecuali dengan
pezina laki-laki atau dengan
laki-laki musyrik, dan yang
demikian itu diharamkan bagi
orang-orang yang mukmin.

BAB IV

No

Hal

Hadits atau Kaidah

Terjemahan

eﬁA Jaldal) )

s ol o

Menarik terjadinya kemafsadatan
didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Gla (e Ay daldall o 0
rllaal)

Menolak terjadinya kemafsadatan
lebih di prioritaskan daripada menarik
kemasalahatan

alia V) ) gasily
plilal g aSabee e Galiall g
Cra 68 g £ 88 ) 93584

Dan nikahkanlah orang-orang yang
sendirian di antara kamu dan orang-
orang yang layak (nikah) dari hamba




ade a9 A g Alad

sahayamu yang perempuan. jika
mereka miskin maka Allah akan
memberikan mereka kemampuan
dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha
Luas pemberian-Nya lagi Maha
Mengetahui.

gl (pa ilpdd) e

Ad 7 g5l Al asia
Al (aal g padl 28
poally dolad adaioy ol (e g

gla gl 4id

Wahai sekalian pemuda, siapa diantara
kalian telah mempunyai kemampuan,
maka hendaklah ia menikah, karena
menikah itu dapat menundukkan
pandangan, dan juga lebih bisa
menjaga kemaluan. Namun, siapa
yang belum mampu, hendaklah ia
berpuasa, sebab hal itu dapat
meredakan nafsunya.

de ) o ala¥) Gl

dalaadl b gia

Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai
dengan kemaslahatannya




Direktori Putusan Mahkamah- Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN
Nomor : 0280/Pdt.P/2014/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI'KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:

Pengadilan Agama Rengat yang bersidang di Teluk Kuantan yang'l.‘ncrr_leriksa
dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama da:l'am peréidangan

Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yahg di ajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, aga'n:qaz..l:'s'lam, pekerjaan Tani,
pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Kuantan

Singingi, sebagai "Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut; o
Telah membaca dan mempelajari be}kas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-

saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Desembé_; 2014
mecngajukan perkara dispensasi nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan
Agama Rengat dengan Register Nomor 0280/Pdt.P/2014/PA.Rgt,"..t.ér_ténggal 08

Desember 2014, yang isinya sebagai berikut :

I Bahwa pada tanggal XXXXXXXXX Pemohon tehﬁs memkah dengan seorang

bernama XXXXXXXXXXXX di hadapan Pejabat-K'mtor Urusan Agama

Kecamatan Kuantan tengah, Kabupaten Kuantan Smgmgl dengan bukti berupa

TXXXXXXXXXXX tertanggal

Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomo
XXXXXXXX, yang dikeluarkan, o]eh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan

tengah, Kabupaten Kuantan Smgmg s

Disctaimer
Kepanitaraan Mahkamah Agung Republik indonesia berusaha unltuk selalu mencanturnkan informasi paling kini dan akural sebagai benluk komitmen Mahkamah Agung unluk 5 /e pubhk e i dan ilitas p fungsi peradila
Dalam hal Ande manamukan inakurasi informasi yang lermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun balum tersedis, maka harap segera hubungi Kepamlaraan Mahkamah .Agung RI melalui :

Email : it g-go.id L . - =
Telp : 021-384 3348 (ext.316) SRR = 5 ';_:_ ) ' Halaman 1
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2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat orang anak,
salah satunya bemama XXXXXXXXX anak ketiga, yang lahir pada tanggal 07
Juli 2001 (13 tahun, 6-bulan);

3 Bahwa anak Pemoho’n- tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan
seorang Pe_rj_aka- bemama XXXXXXXXXX, umur 14 tahun, agama Islam,
pckerjaan Bél'um kerja, alamat XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupatcn Kuantan
Singiagi;.'

4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut
dengan calon suaminya, XXXXXXXXXXXXXX, dengan alasan Belum Cukup

. Umur;

5 Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak terdapat
hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6 Bahwa anak Pcmohon saat ini tidak scdang dalam lamaran orang lain sclain calon
suaminya tersebut di atas;

7 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana. pernikahan anak Pemohon pada
Kantor Urusan Agama (KUA) K__ecanj:,_':_z'l_[_an Béhai, akan tetapi pihak KUA tersebut
menolak untuk melaksanakar'lﬁ;'a_:(.i_cﬁgzin alasan anak Pemohon kurang umur,

sebagaimana disebutkan dalan{ Surat Penolakan Nomor: XXXXXXXXXXXX,

tanggal 04 Desember 20]4"15:_"maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Aga_rr@' ;Renga_t_};_dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak
Pemohon texsebug';"'.'

8 Bahwa _:%g?f'é«pgrﬁikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX dapat
_dilaksal.n;;}_kah,i :Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat
ﬁlemé;iﬁ[.élilkén kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Benai untuk
melaksanakan pernikahan tersebut;

: ;;j:‘-Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengéidilan Agama

o Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan

penetapan yang amamya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi\_ub nak “ Pemohon yang bernama

XXXXXXXXXXXX untuk menikah  dengan XXXXXXXXXXXXXXXX

Sujinah;

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Benai untuk

melaksanakan pemikah

tersebut;;

Disclaimer

i dan il fungsi peradila

0, ar Agung Republit X 25ia be isaha unluk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk nan publik, 0
Dafam hal Anda ir i ir {yang feridat pade situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun balurn lersedia, maka harap segera hubungi Kepanileraan Mahkamah Agung Rl melaluj ;
Email : it 9.0 - B

Telp : 021-384 3348 (ex!.318) 3
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sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum I[slam maupun
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon
telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama
5:9,9,9,9.9,9.9.0:9,9.9,9.9.9.9.9.9,9,0.4 tidak keberatan menikah dengan
KEXXKXXXXKXXXa dan akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak dan menjadi
isteri yang baik; '

Menimbang, bahwa Pemohon akan membimbing anak Pemohon agar menjadi'
Tbu rumah tangga yang baik dalam menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon secara ekonomi telah
memiliki kemampuan dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan
keluarga;

Mcnimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karcna
syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Tslam telah terpen_uhi, akan tet.api karena usia anak Pemohon baru
13 tahun 5 bulan, maka Majelis Hakiﬁ berpendapat bahwa demi untuk mencegah
terjadinya perbuatan-perbuatan dosa’ dan kemudhorotan, maka perlu memberikan
dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan
dengan calon suaminya tersebut-di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang Nomor ] Tahun 1974;

Menimbang,-‘bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai -
berikut;

Firman Allah SWTdalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendivian di: antara kamu dan

orang-orang yang layak (nikah) dari har_;?b’a_—ha?nba sahayamu yang

perempuan. Jika mereka miskin ;’:Allal.ig? ‘akan memberi mereka

kemampuan dengan karunia-Nya. _D'a'n'.:_Allah Maha Luas pemberian-

Nya lagi Maha Mengetqhui._’;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

permohonan Pemohon dap:at_.dikabu.ikén;

Disclaimer

fungsi peradila

Msh, h Agung Repubiil i urluk selalu it i paling kini dan akural sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pe: publik, P i dan
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasiyang lermuat pada situs ini atau informasi yang seliarusaya ada, namun belum lersedia, maka harap seqera hubungi Kepaniteraar: Mahkamalh Agung Ri melalui :
Email : kepani @ :G6.id, . o o

Telp : 021-384 3348 (ext.318) TR : B Halaman 8
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~ PENETAPAN
Nomor :-0049/Pdt.P/2013/PA.Bt]

BISMILLAAHIRRAHMA ANIRRA HIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama
dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara

Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat
tinggal . di -Kabupaten Bantul, Selanjutnya
di_sé:.'_l?u:@sebagai “Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas .p_.'efrkara;

Setelah mendengar kétéxgmgan Pemohon, kedua calon mempelat dan orang tua calon

mempelai pria dalém_ p_éfsidan gan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemchon dengan surat Permohonanqya -lert’zf_x__lggal 11 Maret
+72013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan A_gamé‘__:Banuil dalam register
Nomor : 0049/Pdt.P/2013/PA.Btl tanggal 11 Maret ZOljz-méﬁ:ééjukan hal-hal sebagai

berikut :

1 Bahwa Pemohon hendak menikahlganiuar_;zi__, kandung Pemohon bernama ANAK

PEMOHON, tanggal lahir 27.Jii J 1 998 (umur 14 tahun 9 bulan), Agama Islam,

pekerjaan -, tempat kediéﬁiap di Kabupaten Bantul; -——------v-neemmm-

Disclaimer

fungsi peradila

J Agung Republik I ia b unluk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk n publik, 0 i dan p
Dalam hal Anda i i ir termviat pada situs ini alau informasi yang seharusnya ada, namun beium tersedia, maka harap segera hubungi Kepariiteraan-Mahkamah Agung RI melalui :
Email : it @ 3 2 S 3

Teip : 021-384 3348 (ex1.318)

Halaman 1
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2 Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai
umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor
Urusan Agama Kabupaten Bantul dengan Surat Nomor : -, tanggal 14 Fehruari
2013; ~-—--

3 Bahwa anak perempuan Pemohon tersebut akan menikah dengaﬁ seorang laki-
laki bernama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur {6 tahun, agama
Islam, pekerjaan  Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, Yang akad
pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul; --—-------mmm--

4 Bahwa pernikahan terscbut sangat mendesak untuk dilangsungkan karcna
keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 12 bulan yang lalu dan hubungan

mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon telah hamil 3 bulan ;

5 Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan’

untuk melakukan pernikahan; ---------

6 Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap

untuk menjadi istri atau ibu ramah tangga;
7 Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyctujui.dz{n"te]ah sepakat terhadap
perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup ,mé:mbimbing dan membantu

anaknya tersebut agar dapat membina rumah “tangga yang bahagia, sakinah,

mawaddah, warahmah,

8 Bahwa Pemohon sanggup menﬂbéyar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ni;

Disclaimar

P M: Agung Republik Indonesia bertis unluk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komilmen Mahkamah Agung unltuk pélayz Publik, p i dan

Dalam hal Anda menemukan inakurasi mlo &S]y ng terriuat pads situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanlleraan Mahkamah ‘Agung RI melalui :
Email :
Telp : 021-384 3348 (ex1.318)

fungsi persdi:

Halaman 2
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[t

Menimbang, bahwa bcraasgrkaﬁ*bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti
bahwa ANAK PEMOHON lahir tanggal 27 Juni 1998 adalah anak Pemohon yang saat

ini belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Penolakan Pemikqhan)'-
terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor
Urusan Agama Kabupaten Bantul tctapi Kepala Kantor Urusan Agaria terscbut
menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon

(calon mempelai wanita) kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua cﬁ]on mempelai dan para
orang tua mereka, ternyata terbukti bahwa hubunggn antara kedua calon mempelai
telah sedemikian akrabnya dan telah terlanjur. -;rjjelaku;kan hubungan layaknya suami istri

sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi’ pelanggaran agama yang berkelanjutan

apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanan;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai pedadang dengan
penghasilan Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) perbulan maka majlis berkeyakinan
calon mempelai pria akan mampu memberikan nafkah kepada calon mempelai wanita :
bila nanti keduanya menikah; -----~--------

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaldah Fiqhiyah

yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang befbun};i':

M Jasll «alelle14] Jal] VI

Artinya : “Menolak terjadinya mafsadat: :l_ebzli diprioritaskan daripada menarik

maslahat’;

Disclaimer
it i dan il fungsi

Agung Republik Indonésia befusaha unluk selalu mencantumkan informasi paling kini dan ekurat sebagai benluk komitmen Mahkamah Agung unluk 5 'pu_b(ik. P
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang lerimuat pada situs ini alau inforrmasi yang seharusnya ada, namun belum lersedia, maka herap segera hubungi Kepanjleraan M}é‘r!kaméh_.)ﬁgung Rl melalui :
Emall : k i go.id : . n. E

Teip: 021-384 3348 (ext.318)
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Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal (ersebut di atas maka Majelis
berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon
suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah mendesak untuk segera
dilaksanakan, oleh‘karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga kepada
Kepala K_.a'ntoyr“Urusan Agama Kabupaten Bantul atau pejabat lain yang ditunjuk
oleﬁnyﬁ dapéf mélaksanakan pemnikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
rﬁaka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang 'Norr:10r 50 Tahun 2009 biaya pcrkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara’ yang berkaitan dengan pefkara ini;

MENETAPKAN

1. M;cr_lgabﬁli_(an permohonan Pemohon;

2. Mer"letap:i(;an, memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk
melangsungkan pernikahan dibawah usia 16 tahun dengan seorang laki-laki yang
bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON; i

3. Memerintahkan PPN KUA Kabupaten Bantul, untuk; melangsungkan pernikahan
tersebut ; ~-—--- |

4. Membebankan kepada Pemohon untuk mé?ﬁba&ég: biaya perkara yang hingga kini

dihitung sebesar Rp. 151.000,- e (Sératus lima puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer . :
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik ionési

fungsi peradiia

ha untuk selalu it i paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk n publik, P i dan
51 yang lerinuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanileraan Mahkamah.Agung RI melalui :

Dalam hal Anda menemukan inakurasi info
Email : k i @.
Teip : 021-384 3348 (ext.318)
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PENETAPAN

Nomor : 001/Pdt.P/2012/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHNIAANIRROHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA &

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengédi]i
perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah-menjatuhkan
penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Dispensasi N.ikah yang
diajukan oleh :

SAMSIAH binti MAT, Umur 46 tahun, Agama Islam, peﬁdidikan tidak tamat SD,
pekerjaan Pembantu rumah tangga, Tempat tiﬁggal"di Lubuk Puding, RT.002,
RW.004, Desa Lubuk Puding, K_eca.r'ﬁatan .' Buru, Kabupaten Karimun,
selanjutnya disebut sebagai “PENIQHO_N”;

Pengadilan Agama tersebut; ;
Telah membaca dan mempelajariébgrkas perkara yang bersangkutan;
Mengutip semua uraian- yang termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, tanggal 06 Februari 2012 Miladiyah,
bertepatan denga'nE' tanggal 13 Rabi’ul Awwal 1433 Hijriyah, Nomor : 001/
Pdt.P/201 2/PA TBK yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Sebe]um membeukan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela”"; :
sebagal berlkut B
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara -é;:cé_i*a_ ‘cuma-cuma
(Prodeo); -
3. Memecrintahkan kepada Pemohon untuk melanjutkan’péﬂé@raﬁya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksiéz,d'i SersidN-
g g T

Menimbang, bahwa Pemohon de "E';:aﬁ:'su.lf"ﬁt permohonan lisannya tertanggal

24 Januari 2012 telah mengajukah ennohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan

Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudlan telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama tersebut*'pada_tangga] 24 Januari 2012 dalam Buku Register

Induk Perkara Permohonan’ dengan Nomor : 001/Pdt.P/2012/PA.TBK, dan
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selanjutnya dilengkapi serta diperjelas oleh keterangan-keterangan Pemohon sendiri

di persidangan yang pada pc:)k'oknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

e Bahwa Pemc_)_hon hendak mengajukan pcrmohonan Dispensasi Nikah, akan
tetapi Pgmbh?dn stidak mampu untuk membayar biaya perkara, karena
Pemohogn't',ermasuk kategori keluarga tidak mampu (miskin), sesuai dengan
Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/140/LBP/X1/121/2011, tanggal
22 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lubuk Puding,
Kecamatan Buru;

¢ Bahwa anak Pemohon yang bernama ROHANI binti SAMSUDIN, tanggal
lahir 27 April 2000 (11 tahun, 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD kclas
III, Pekerjaan ikut orang (ua, tempal linggal di Lubuk Puding, RT.002,
RW.004, Desa Lubuk Puding, Kecamatan BUru, Kabupaten Karimun, belum
mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai déﬁgan peraluran  perundang-
undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru
berumur 11 tahun, 9 bulan, Q_leh_ sebab’ itu Pemohon mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama.filptuk.-d'apat m.émberikan Dispensasi Nikah;

e Bahwa ROHANI binti. SAMSUDIN akan dinikahkan dengan seorang laki-
laki yang bemam:,a': TAJUL ASYIKIN bin USMAN, umur 21 tahun, Agama
Islam, Pcndidi\_k;m SD, ::Pckerjaan Buruh, Tempat tinggal di Lubuk Puding,
RT.002,: R ‘__‘.:004, besa Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten
Karlmun, |

° Bahwa _a:.l.z‘isan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini

' _kareh’a E';lntara ROHANI binti SAMSUDIN dengan TAJUL ASYIKIN bin

: USMAN sudah saling kenal, dan sudah berpacaran sclama lebih kurang lima
bulan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan laya]_(hya suami istri, dan
saat ini ROHANI binti SAMSUDIN telah hamil tiga bﬁlan, dan keduanya
telah sepakat untuk membina rumah tangga; N

¢ Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pg:_k__elja'an. rumah tangga seperti
merawat anak, memasak dan mencuci p;:i_lg‘a‘j_q\ni'-.é: :

* Bahwa calon suami anak Pemohon - telah mempunyai kemampuan dan

penghasilan untuk membiayai;l_(_eiﬁ:qfupén fonah tangga, karena calon suami

anak Pemohon bekerja s'é;tr)jgg'ai'.ﬁlif'uh dengan penghasilan lebih kurang Rp.
120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari, dan sanggup untuk

bertanggung jawab fje;r_hadéip keluarganya nanti;
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Menimbang, bahwa Majelis. Hakim juga telah mendengarkan keterangan

anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya mereka siap
untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun
karena telah berpacaran selama lebih kurang lima bulan, bahkan keduanya telah
melakukan hubungan layaknya suami istri, yang saat ini ROHANI telah hamil tiga -
bulan, dan keduanya telah sepakat untuk membina ramah tangga, serta antara mereka
tidak ada halangan untuk menikah, dan keduanya mengakui telah melakukan
hubungah perzinahan tersebut, dan tidak ada laki-laki lain yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pcmohon yang bernama TAJUL
ASYIKIN bin USMAN belum pernah menikabh;

Mcnimbang, bahwa Majclis Hakim tclah mendengarkan ketcrangan dua
orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya keterangan para saksi
tersebul membenarkan dan mendukung seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian (ersebut di atas, Majelis Hakim
menemukan fakta, bahwa anak Pemohon yang bernama ROHANI binti SAMSUDIN
masih berumur 11 tahun, 9 bulan, dan telah siap menikah dengan calon suaminya

'yang bernama TAJUL ASYIKIN: bin USMAN, tanpa ada paksaan dari pihak
manapun dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Undang-Undang
Nomor | tahun 1974, untuk. melangsungkan pernikahan bagi calon istri sekurang-
kurangnya berumur 16 tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama ROHANI
binti SAMSUDIN yang lahir pada tanggal 27 April 2000, saat ini masih berumur:
Ll tahun, 9 bulan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-Undang
Nomor | tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan
dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon
tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur daiam pasal 8, 9,

dan 10 Undang-Undang Nomor | tahun 1974, serta kct,eniuén pasal 39 sampai 43

dan juga pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka _pefhikahém antara anak Pemohon
dengan calon suaminya tersebut dapat dilangsungkan;:: :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat dan berkemmpulan bahwa permohonan Pemohon untuk
mendapatkan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama ROHANI binti
SAMSUDIN dipandang telah: terbukti dan beralasan hukum, untuk itu permohonan

Pemohon tersebut dapat. dikabulkan;

Disclaimer
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Menimbang, bahwa Pemohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma
(Prodeo), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA
Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tahun 2012;

Mengingat,. segala hukum syara’ yang berlaku serta peraturan perundang-

undangan yang berhubungﬁan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon scluruhnya;

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemolion yang bernama ROHANI binti
SAMSUDIN untuk menikah dengan seorang laki-laki yang: bernama TAJUL
ASYIKIN bin USMAN; W

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biay__a_':perka.ra ini;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sej'urﬁiah’ 'Rp. 191.000,00 (seratus

sembilan puluh satu ribu rupiah), dibebankan k_ep_ada.N.egara;

Demikian penetapan ini chjatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tanjung Ba1a1 Karimun pada hari Senin, tanggal 20 Rabi’ul
Awwal 1433 Hijriyah bergepatan dengan tanggal 13 Februari 2012 Miladiyah, yang
telah diucapkan dalam{"s.';i(;.iang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Drs. Syafi’i. Wakil-’Kétua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selaku Hakim
Ketua Majells d1dampmg1 Irfan Firdaus, S.HI. dan Yustini Razak, S.HI. masmc-

masing sebagal Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Jafar. sebagai Pamtera,f

Sidang deng_an_:_dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota .-, Hakim Anggota

Disdaimsr
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"_Saltnan

PENETAPAN
Nomor 0244/Pdt P/2013/PA Pt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Péhgédilan Agama Pati telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dalam
per51dangan majelis atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :
PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petam benempat tinggal di Dukuh XXX,

RT.002 RW. 002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pati,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
Pengadilan Agama tersebut:
Setelah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pémohon, dan pihak-pihak serta saksi-saksi yang berhubungan
dengan perkara ini ;

 TENTANG DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2013 yang

kemudian telah diterdaftarkan’ di Keépaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor : 0244/
Pdt.P/2013/PA.PtL. l'mggal 29 Oktobcr 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX d1hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Pati pada
tanggal 29 Juli 1980 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/52/VII/1980 tanggal
29 Juli 1980 ;

2 Bahwé, sekitar bulan Desember tahun 2000 suami Pemohon pergi bekerja ke Sumatera,
namun sampai Sekarang suami Pemohon tidak kunjung pulang serta tidak diketahui
alamat tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia.;

3 Bahwa, atas pernikahan tersebut, Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang
salah satunya (anak kelima) bernama : ANAK, lahir di Pati pada tanggal 07 Januari 2001
(umur 12 tahun 9 bulan), dengan status perawan;

4 Bah-wa, anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki
bernama : XXX lahir di Blora, pada tanggal 17 September 1990 (umur 23 tahun 1 bulan),
agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.006 RW.001 Desa XXX Kccamatan
XXX Kabupaten Blora sclama 2 bulan. Pemolion bermaksud akan menikahkan keduanya
karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan. Calon

suami anak Pemohon sering datang ke rumah Pemohon, serta anak Pemohon pernah 2

Hal. | dari 7 hal. Penetapan Nomor 0244/Pd1.P/2013/PA Pt

E
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-(dua) kali berkunjung ke rumah calon-suaminya. Sehingga Pemohon khawatir akan terjadi

hal-hal yang melanggar syari*at Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5 Bahwa, Pemohon telah r_nendziftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama
Kecamatan XXX Kabupatén Pati, namun ditolak dengan suratya nomor : K.k.11.18.14/
PW.01/302/2013 tanggal 29 Oktober 2013, karena anak Pemohon belum cukup umur
untuk menikah;

6 Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, susuan maupun
se_menda;yz:mg‘menghalangi untuk menikah.;

7 Bahwa, anak Pemohon tersebut telah patut dan mampu untuk menikah. Begitu juga
dengan calon suaminya yang telah patut dan mampu untuk menikah dan be'rumaﬁ tangga,
serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga dan telah bekerjé sebagai petani dengan
penghasilan tiap harinya sebesar Rp. 50.000,-(lima puiuh ribu rupiah);

8 Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemolion mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Petnoh’ori_ 4

2. Menetapkan memberi Dispensasi kcéada anak Pemohon bernama : ANAK untuk menikah
dengan calon suaminya yang bemama : XXX

3. Membebankan biaya perka'ra menurut hukum :

SUBSIDER : '

Apabila Majelis Hakim'rlb"e.rpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini, Pcmohon, anak perempuan Pemohon,
calon suami anak perempuan Pemohon telah ternyata menghadap sendiri di persidangan;-

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasehat seperlunya kepada
Pemohon agar bersabar menunggu untuk menikahkan anak perempuannya itu sampai usia
perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil, selanjutnya
dibacakan permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan olch Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang atas
pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama : ANAK, umur 12 tahun 9 bulan, agama [slam,
bertempat tinggal di Dk. XXX, RT.002 RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX. Kabupaten
Pati, yang di persidangan telah memberikan keterangan:-

- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan ia sudah siap menjadi
seorang istri dan ibu rumah tangga ;-
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan pertrlian darah:-

- Bahwa ia sudah dilamar oleh calon suaminya :-

Disclaimer
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Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang—Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena

itu perrnohonan Pemohon patut dlkabulkan -
Menimbang, bahwa berkal-t-an dengan' hal " tersebut, Majelis Hakim perlu

mengemukakan qaidah fighiyyah yang berbunyi:
axbioolls bgio axs Jll Ale plaYl (9 uai

Artinya : ** Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya “-
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan ibarat yang terdapat di

113

dalam kitab Il'anatuth Thalibin Juz III halaman 306 yang artinya : Da_n dibenarkan
pengakuan Qanita tentang kedewasaanya (kebalighannya) atau penvaku.é'nnya itu dapat
dipercaya tanpa dlsumpah sebab kedewasaan itu tidak dapat diketahui, kecuah dari padanya ;-
Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bldang perkawman berdasarkan

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tfahu;l"2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibcbankan
kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang
berkaitan dengan perkara ini; '

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK untuk menikah
dengan calon suami bernama XXX ;-
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayé perkara sebesar Rp 156.0"0:0,—
(Seratus lima puluh cnam ribu rupiah.) ; 7

Demikian dijatuhkan penetapan iqi dalam sidang permusyawaratan Majelis _Hak_im
Pengadilan Agama Pati pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2013 Masehi bertepa'tar.l.d'engan
tanggal 15 Muharram 1435 Hijriyyah, oleh kami H.Abdullah Said,SH. sébagai Hakim Ketua,
Drs.H.Anwar Sanusi Hasan,MH. dan Dra Hj Malihadza,SH.MH. mésing-masing sebagai
hakim Anggota, dan dibantu oleh Moh.Munawir,SH. sebagai Paniteré Pengganti, penetapan

tersebut pada hart itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh

Pemohon;

KETUA MAJELIS
ted

H.Abdullah Said,SH.

HAKIM ANGGOTA., HAKIM ANGGOTA,
Ttd ttd
Drs.H.Anwar Sanusit Hasan,MH. Dra.Hj.Malihadza,SH.MH.
PANITERA PENGGANTI

ttd

Moh.Munawir,SH.,
Pcrincian biaya perkara:
Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2013/PA. Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik i unluk sefafu i i paling kiri dan akurat sebagar bentuk it Agung untuk pa 7 publik, 0 i dan
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termual pada situs ini alay nformasi yang seharusnya ada, asmun belum lersedia, maka harap segera hubunngepamtsrzan Mahkamah Agung Rl melalui

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tungsi

Halaman 7



PENETAPAN
Nomor:0003/Pdt.P/2016/PA.Wno
a—a e ) oy  ——

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam -perkara

permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :
PEMOHON, umur 45 tahun, agama Isiam, pekerjaan Petani, tempat
tinggal di Padukuhan XXXXXXXXXXXXXXX Desa

Tambakromo Kecamatan Ponjong Kabupaten

Gunungkidul, sebagai "Pemaohon”,

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkéra;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami

anak Pemohon dan memeriksa alat-lat bukti di persidéngan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04
Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari
Nomor: 0003/Pdt.P/2017/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut :---~---------
1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Nama
'XXXXXXXXXXXXXX tanggal 02 Februari 2003, umur 13 tahun, 11 bulan,
Agama lIslam, pekerjaan -, tempat tinggal Padukuhan

KXXXXXXXXXXXXX Desa Tambakromo Kecamatan Ponjong Kabupaten



Gunungkidul dengan  calon suaminya bernama

XXKKKXKKKKKXXXXX, umur 17 tahun 08 bulan, agama Islam, Pekerjaan
Buruh, tempat kediaman Padukuhah XXXXXXXXXXXXX — Desa
Tambakromo Kecamatan Ponjong Kébupaten Gunungkidul; = -——-—-m=mrmeeem-
Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon
belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat
mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan
sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian
eratnya, bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 5,5 bulan

sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilafang

oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada

larangan / halangan untuk melangsungkan pernikahan;
Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon
tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak

ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya

pernikahan tersebut;

Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh
serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga
begitupun calon suaminya sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga

serta telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang setiap bulannya

sekitar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah);



pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka menurut Majelis
anak Pemohon telah memenuhi syarat - syarat perkawinan sesuai ketentuan

pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia

~ perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan anak Pemohon dan calon
suaminya telah akrab sedemikian rupa dan telah bertekad bulat untuk
melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpenda'prat bahwa jika menunda
menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun,
maka sangat dikhawatirkan akan terjadi hubungan yang melanggar
hukum/syari'at sehingga kerusakan/madiaratnya akan lebih besar daripada

manfa'atnya, oleh karenanya pernikahan mereka telah mendesak untuk segera

dilaksanakan sehingga perlu'diberikan dispensasi kawin;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka permohoanan Pemohon dapat  dikabulkan dan penolakan

pernikahan oleh KUA , Kabupaten Gunungkidul tersebut harus

dikesampingkan dan;

Mengingat kaidah Fighiyah yang berbunyi :
ot Lsadll cida (e g aulaadl )

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”. ------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemahon (vide pasal

i
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89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama -
yang diamandemen kKedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);~----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Isiam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon {(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
untuk nwénikah dengan calon Suami bernama XXXXXXXXXXXXXXX ;---~==-=-

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini

sebesar Rp. 216.000,- ( Dua ratus enam belas ribu rupiah ).;
Démikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1438 H., oleh kami Dra.
Endang Sri Hartatik, MSI. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Suyadi, MHI. dan
Umar Faruq, S. Ag., MSI. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Muslih, SH., MH. sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;
Ketua Majelis
ttd
Dra. Endang Sri Hartatik, MSI.
Hakim Anggota | Hakim Anggota ||
ttd | ttd

Dra. Ulil Uswah, MH. H. Abdurrahman, S.Ag.
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No. . B- ?/D fUn.02/DS.1/PN.00/ 62 /2018 09 Maret 2018
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/tbu
untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No. Nam a NIM JURUSAN
1. Kholifatun Nur Mustofa 1620310095 HUKUM KELUARGA

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul guna mendapatkan data dan informasi
dalam rangka Penulisan Karya Tulis limiah (Tesis) yang berjudul “KETENTUAN BATAS USIA MINIAL
PERKAWINAN DAN KEBIJAKAN HAKIM TERHADAP PRAKTIK DISPENSASI NIKAH DI PENGADR': AN
AGAMA DI INDONESIA*

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http:/syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No. : B—g /Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2018 ' 22 Maret 2018
Hal : Permohonan Igin Penelitian ‘

Kepada ‘
Yth. Ketua Pengadilan Agama Gunung Kidul
di tempat :

Assalamu’alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada
Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No. Nam a NIM - JURUSAN

1. Kholifatun Nur Mustofa 1620310095 Hukum Keluarga

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Gunung Kidul guna mendapatkan
data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis TIlmiah (Tesis) yang berjudul “Ketentuan
Batas Usia Minimal Perkawinan Dan Kebijakan Hakim Terhadap Praktik Dispensasi Nikah Di
Pengadilan Agama Di Indonesia”

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Tembusan : :
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGER! SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI’'AH DAN HUKUM

Alamat : M. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://syanah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

L —— — e —— ct——————

No. : B-829/Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2018 22 Maret2018
Hal : Permohonan Izin Penelitian '

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul

Assalamu’alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/lbu
untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syar’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No. Nam a NIM JURUSAN
1. Kholifatun Nur Mustofa 1620310095 HK

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul guna mendapatkan data dan informasi
dalam rangka Penulisan Karya Tulis limiah (Tesis) yang berjudul “Ketentuan Batas Usia Minimal
Perkawinan Dan Kebijakan Hakim Terhadap Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Di Indonesia”

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

-

- ‘:-:.
/ :Q\i Bidang Akademik,
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- Riydnta, M.Hum ¢
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—

556415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

DIO Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://svariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No. : 8-7/” /Un.02/DS.1/PN.00/4 E /2018 09 Maret 2018
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/lbu

untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No. Nam a MM JURUSAN

1. Kholifatun Nur Mustofa , 1620310095 HUKUM KELUARGA

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Gunung Kidul guna mendapatkan data dan
informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis llmiah (Tesis) yang berjudul “KETENTUAN BATAS USIA
MINIMAL PERKAWINAN DAN KEBIJAKAN HAKIM TERHADAP PRAKTIK DISPENSASI NIKAH Di
PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA*

Demikian kamni sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kagcih

Wassalamu’alaikum wr.wb.

M

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



'PEMERINTAH KABUPATLN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU

Jalan Kesatrian 38 Wonosari, Gunungkidul 55812 Telepon (02 74) 3919000 T aksnale (02 74) 29108

SURAT KETERANGAN / UIN
Nomor : 0225/PEN/III/2018

Membaca . Surat dari Kesbangpol DIY, Nomor : 074/3051/Kesbangpoi/2018 tanggal 13
Maret 2018, hal : Izin Penelitian
Mengingat . Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang

Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;

2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Peiaksanaan Penelitian dan
Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;

3.  Surat Keputusan Gubernur Daerah [stimewa Yogyakarta Nomor
38/12/2004 tentang Pemberian lzin Penelitian di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Diijinkan kepada

Nama :  Kholifatun Nur Mustofa NIM : 1620310095

Fakultas/instansi :  Syari'ah dan Hukum/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Instansi : JI. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Alamat Rumah :  Pendem RT.001/RW.005, Sidomulyo, Ampel, Boyolali

Keperluan : ljin penelitian dengan judul : “KETENTUAN BATAS USIA MINIMAL

PERKAWINAN DAN KEBIJAKAN HAKIM TERHADAP PRAKTIK DISPENSASI
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA”

Lokasi Penelitian :  Pengadilan Agama Kab. Gunungkidul
Dosen Pembimbing :  Dr. Euis Nurlaelawati, M.A
Waktunya 1 Mulai tanggal : 14 Maret 2018 s/d 14 Juni 2018

Dengan ketentuan

Terlebih dahuly memienuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala
instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA  Kab. Gunungkidul)
dalam bentuk softcopy format pdf yang tersimpan dalam keping compact Disk ( CD) dan.dalam bentuk data yan
. dikirim via e-mail ke alamat : /itbangbappeda.gk@gmail.com dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan
", Arsip Daerah dengan alamat e-mail : kpadgunungkidul@ymail.com.
3. - }jin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya
~diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. ‘Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Suratijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.
Dikeluarkan di : Wonosari

Pada tanggal : 14 Maret 2018

|\ w\DFs. IRAWA}Q;L&TMIKO M.Si
AN - 19666996 198602 1 005
Tembusan disampaikan kepada Yth. \;'VU NG =

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan}) ;

2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;

3. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;

4. Ketua Pengadilan Agama Kab. Gunungkidul ;




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN
Nomor : 070/ Reg / 0897 / S1/ 2018

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan
Rekomendasi Penelitian;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin
Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017
Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan :  Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY
Nomor  : 074/3051/Kesbangpol/2018
Tanggal : 13 Maret 2018
Perihal  : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1 Nama : KHOLIFATUN NUR MUSTOFA
2 NIP/NIM/No.KTP 1 3309024308949002
3 No. Telp/ HP : 085643787631

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul : KETENTUAN BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DAN KEBIJAKAN HAKIM
TERHADAP PRAKTIK DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA DI
INDONESIA

b. Lokasi :  Pengadilan Agama Bantul

c. Waktu : 16 Maret 2018 s/d 16 September 2018

d. Statusizin : Baru

e. Jumlah anggota : -

f. Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas islam Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk
mendapatkan petunjuk seperlunya;

. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;

. lzin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;

. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;

. |zin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan
kestabilan pemerintah;

. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk hardcopy (hardcover) dan softcopy (CD)
kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan
kegiatan

7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya,

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan

8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

b WN

[«

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal . 16 Maret 2018

T

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Bantul (sebagai laporan)

2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul



Nomor
Perihal

-‘Demikian untuk- menjadikan. makium:

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 5512‘75 Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Kepada Yth. :
074/3051/Kesbangpol/2018 1. Bupati Bantul
Rekomendasi Penelitian Up. Kepala BAPPEDA Bantul

2. Bupati Gunungkidul
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Gunungkidul

di TEMPAT
Mempérhatikan surat :
Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
.Nomor’ _ : B-710/Un.02/DS.1/PN.00/03/2018
Tanggal ;. 9 Maret 2018
Perihal +  Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan tesis dengan judul proposal "KETENTUAN BATAS USIA MINIMAL
PERKAWINAN DAN KEBIJAKAN HAKIM TERHADAP PRAKTIK DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA” kepada:

Nama : KHOLIFATUN NUR MUSTOFA
NiM : 1620310095
No.HP/identitas : 085643787631/330902430894002
Prodi/Jurusan :  Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : - Pengadilan Agama Bantul’
- Pengadilan Agama Gunungkidul
Waktu Penelitian ¢ 14 Maret 2018 s.d 14 Juni 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat

~ memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang-bersangkutan-diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2 Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada

' kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DlY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

4 Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya paling lambat 7 (tu1uh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini. :

. Rekamendasi ljin Riset/Penelitian. ini dinyatakan tidak berlaku, apahila ternyata pemegang.

tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Tembusan disampaikan Kepada Yfn :



PENGADILAN AGAMA WONOSARI
JI. KRT. Judoningrat, Siraman,Wonosari Telp.(0274) 391325
Home page: www.pa-Wonosari.net
Email:admin@pa-Wonosari.net
WONOSARI 55851

SURAT KETERANGAN
Nomor : W12-A4/ /256 IHK.05/ V 12018

Panitera Pengadilan Agama Wonosari menerangkan bahwa :

Nama : KHOLIFATUN NUR MUSTOFA

NIM : 1620310095

Tempat Tanggal lahir : Boyolali, 3 Agustus 1994

Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga

Instansi . Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat rumah : Pendem, Sidomulyo, Ampel, Boyolali

Sehubungan dengan usulan pénelitian yang berjudul “Ketentuan Batas Usia
Minimal Perkawinan Dan Kebijakan Hakim Terhadap Praktik Dispensasi Nikah di
Pengadilan Agama Di Indonesia” yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan
penelitian melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

i.;:\ ;52% o i ;;{;,
o, NP 197111291992031004

.




PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.l.Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : http://www.pa-bantul.go.id | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : W.12-A3/ 2322 /Hk.05 /VIII/2018

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

Nama : KHOLIFATUN NUR MUSTOFA

NIM : 1620310095

Pragram Study : Magister Hukum Islam (S2)

Fakuitas : Syariah dan Hukum

Program Konsentrasi : Hukum Keluarga

Universitas : Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan judul Tesis;

KONSERVATISME DAN RESISTENSI TERHADAP PEMBAHARUAN
USIA MINIMUM PERKAWINAN DAN PRAKTIK DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat
keterangan ini sebagamana mestinya

Bantul, 13 Agustus 2018




SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama i Dra - Hj Mogtmdntiaca , ¢f. W41
Alamat

Pekerjaan © Hekim  fefsa A:(qn Agama  BantuL
TTL : Wahallg 13 Jolr  los?

Telah di wawancarai dalam rangka untuk mendapatkan informasi terkait tesis yang
berjudul “Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan Dan Kebijakan Hakim
Terhadap Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Di Indonesia”, oleh
saudara:

Nama : Kholifatun Nur Mustofa
Nim : 1620310095
Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi  : Hukum Keluarga
Alamat : Pendem, Sidomulyo, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah.

Dengan surat ini di buat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.




SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : L@&W\ Sﬁgﬁ awaty . St mMitun, .

Alamat : JI-Palagan Tewtora Pel®or No. & Kamdanen
, Steman , Yogyakarta

Pekerjaan 5 He ing

TTL : Yogyacodta / |4 Ju 1978

Telah di wawancarai dalam rangka untuk mendapatkan informasi terkait tesis yang
berjudul “Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan Dan Kebijakan Hakim
Terhadap Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Di Indonesia”, oleh
saudara: ¥

Nama : Kholifatun Nur Mustofa
Nim : 1620310095
Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga
Alamat : Pendem, Sidomulyo, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah.
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